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Mengingat

BUPATI KAMPAR
PROVINS! REAL

PERATURAN BUPAT! KAMPAR
NOMOR TAHUN 2019aq

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAE SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa! 17 dan Pasal
2) Peraturan Daerah EKabupeten Kampar Nemeor 3 Tahun
9012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedeman
Pelaksanaan Tangeung Jawab Sosial Perusahaan;
1. Undang-Undang WNomor 12 Tahun l¥s>h tentang

Pembentukan Daerah Otonem Kabupaten dalam
Lingkungan Deerah Propinai Sumatera Tengah
{(Lemmberan Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Homer 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Maieal (Lembaran Megara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Persercan Terbates (Lembearean Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 WNemer 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undeng Nomor 11 Tahun 23009 tentang
Kesejabteraan Sosial (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Neeere Republik Indonesia Normeor 4967);

4,

Undang-Undang MNemer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah fLembearan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomar 244. Tambahan
Lemberan Wegara Repubhik Indencsia Nomor 5587)
sebagaimana telah ditbeah beberapa kali terakhir

L



Menttapkan

EG,

dengan Undeng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Undang-Undang Nomeor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatun 2015 Nemor 54, Tambahan
Lentbaran Wegara Republik Indonesia Nomor 5675);
Peraturan Pémecrintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tangpungiawalb Sosial dan Lingkungan Peracroan
Terbatas (Lembewan Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nemor 5305);

6.

Peraturan Menterl Badan Wsaha Milk Negara Nomor
Per-O5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkungan:
Peratiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Deerah (Berita
Negra Republik Indonesia Fahun 2015 Nomor 2036);

8.

Peraturan Daerah Provinsi Rigu Namer 6 Tahun 2012
tentang Tangsung Jawab Sosial Ferpsahaan di Provingi
Riau fLembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012
Nomior 6];
Perataran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tafnun
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
{(Lembaran Dacrah Kabupaten Kampar Tahun 3012
Nomor 3}.

MEMUTUSEAN:
PERATURAN GUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimekeud dengan:
Deacrah adalah Kabupaten Kampar,
Pemecrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kampar.
Bupat adalah Bupati Kampar.
Perangkat Dacrah adalah Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kamper.

4.



rd.

11.

Tangeung Jawab focsial Perusahaan yang selanjuinya
disingkat FSP adatsh Tanggung Jeawab yang melekat
pada sttiap pernlisahean untuk tetap mencptakan

Yang S¢rag, stumbeat¢g dan sttuci dengan
lingkungan, oilai, norma dan Bbudaya masyaralcat
aeLem pat.
Program TSP adalah: comunity development, program
kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan wsahe
perkebunan, pemberdayaan masyarakat desea hutan,
dan sejenisnya adalah program yang berluyuan untuk
meningkatkanr taraf hidup mitra bBinaan seria
Masyarakat: dilingkungan perusahaan, mencipiakan
lanangan kerja dan mengurengi Kesenjangan sosial
dilingkungen Mitta binaan dan masyarakat sekitar
Perusahaan yang pada gilrannya dapat memberikan
ikinm kondusif bags) perosahaan.
Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut
Perusahaan adalah organizasi berbadan hukum
Mmaupun Yane didinkan berdasarkan Peraturan
Penundang-undangan maupin yang didinkan
berdasarkan peranjian yang meélekukan kegiatan
usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam
kepiatan produksi batang dan/atau jasa setrta
bertujman memperglenh keuntungan.
Pemangku kepentingan adalah semua pmhak, baik
dalam Jlingkungan perusahaan maupun diluar
ingkungan perusaheaan, yang mempunyai kepentingan
haik jangsung@ maupun odak langsunp yang hbise

Tem pengerubi atau terpengaruh dengan
keberadaan,kegiatan dan perilaku pernisahaan yang
hersangkutan,
Battan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut
BUMN, adalah badsn tsaha yang seluruh atay
sebaman besar modainya dimiliki oleh Negara melahu
penyertaan sccara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahian.
Badan Usaha Milk Daerah yang selanjutnya discbut
BUM adalah badan usaha yang didinkan olch
pemermiah darrah yang modalnya sebagian
Gesar/seluruhnya adalah milik pemerintah dacreh
melalui penyertaan secara langaung yang berasal dari
kekayaan daerah yang dipisahkan.
Perusahaan UMKM adalah usaha produktf milik orang
perorangan dan/atay badan useha perocrangan yang
Temenuhi kriteria sebapaimana diahur dalam Undang-
Undang tentang usaha miko, kecil, dan menengah.

5.

6.

7.



13. Forum Tanggung Jaweb Sosial Perusshasn yang
selanjutnys disebut Forum TSP adalah ferum yang
tendin) dan oumsur Pemernintah Dacrah, Akademisi,
Asosiesl! Pengusaha dan Lembaza Kemasyarakatan
untuk membanta Bupeti selaku Kepala Daerah untuk
mengkoorndinasikan dan mensinerikan program
Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

BAB Tl

RUAHG IJHGHUP

Pasal2

Ruang linghup peraturan Bupati mcliputi perencanaan,
pemaniaatan, ptnectidalian, penpawagan, dan penegakan
hukum TSP

BAH 111

MAKSUD DAN TULTUAN
Ragian Kesaty

Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati Kampar ini dimaksudkan untuk:

& immemberi kepastian den perlindungan hukum atas
penyelenggaraan Program TSP; dan

bk. memben arahan kepada semua pemisahaen dan semua
pemangku kepcntingan ates penveclonggaraan Program
TSP dapat bersinerin dengan program pembangiinan.

Bapian Kedua
Tujyuan

Pasal4

Tuan wmum program TSP adalah untuk meningkatkan
kuahtes kthidupan dan kelestarian lingkungan yang
bermatiiaeat bagi Perusahaan sendin, kemunitas setempat,
THAW pUn pads Mas nraket sccara eicktif dan efisicn.CcFyuIf
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Pasal 5

Tujuan khusus program TSP meliputi:

a. terwujudnys batasan yang jelas tentang tanggung jawab
sogial termasuk lingkungen perusahaan beserta pihek—
pihak vang menjadi pelakunya;
terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan
perabiran perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
Lerwujudeya kepastian dan perlindungan hukum bagi
pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara

ferpadd dan berdaya guna,
melindungi perusahasn agar terhindar dan pungutan liar
yang dilakwkan pihak-pihak yang tidak bervenang:
meminunaliair dampak negatif ketberadaan pernisahaan
dan mengopiimalkan dampak positif keberadaan
perisshaan; dan
terwujudnya program pemerintah dacrah untuk
ticlakukan apresiasi kepada dunia vwsaha yang telah
melakukan TSP dengan toemberi pengharpaan serta
pemberian kemudaban dalam pelayanan administrasi_

a.

f

BAS ry
AnAS

Pasal&

Penyelenggeragn program TSP diselenggarakan dengan asas:

ro
m

m
o?

op
op

kepestian hukum;
hepentingan unum;
heterpaduan:
pattisipail dan aspiratif;
keterbukaan;
berkelanjutan:
kemandiran:

. btrowawasan lingkungan:
kescimnbangan kemajuan dan kesatuan ckonomi nasional:
chan
Kearifan lokal.J.
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C4}

2)

BAB ¥
PROGRAM DAN FIGANG KERIA TSP

Bagian Kesatu
Program TEP

Pasal7

Program ‘TSP meliputi:
a. bina lingkungan dan sosial;
G. Kemitraan usaha mikrp, kecal, koperasi; dan
©. program langsung pads masyarakat,

Program atbagsimana dimaksud eda ayat {LI
direncanakan dan ditumbwh kembangken untuk
méeningkatkean kesejahieraan sosial, meningkatkan
kekuatan ckhonomi masyarakat, memperkokoh
keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha
dan mermieliiara fungsi-fungsi lingkunwgen hidup secara
berkelarj ular.

Bagpian Kedua
Bidang Kerja TSP

Pasal 8

(1) Bidang Kerja TSP antara Iain:

oo
oo

pendidikan:
keschatan;:
inffastruktur:

. Olah raga dan seni budaeya;
social dan keagamaan:
pelestarian ingkungen hidup;
Usaha ekonomi kerakyatan;:

. Pomberdayaan masyarakat adat: dan
bidang kerja lainmnya yang secara nyata memberikan
dampak peningkatan kuslitas masyarakat.

(2) Bidang kerja TSP sebagaimana dimakeud pada ayat 1}
dsampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah
Dacrah dimana perusahaan ity berdomisili dan/atau
beroperasi,

&



Pasal9

Bidang kerja TSP dalam Pendidikan dapat berupe bantuan
pentidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang dibenkan
baik dalam bentuk dana, dan; atau barang, dan/atau jasa
demi peringkatan kecerdasao masyarakat.

Pasal 10

Bidang kerja TSP dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan
otlayanan kesehatan, fasiltas penunjang kesthatan,
peningksatan sumberdaya kesehatan yang dapat dibenkat
dalam bentuk dana dan/fatay barang guna meningkatkan
kesehatan measyarakat.

Pasal1}

Bidang kerja TSP dalam infrastruktur dapat berbentuk
pembanpunan dan perbaikan infastruktur yang mendasar
untuk kepentingan woum baik berupa jalan, jembatan dan
inigasi puna bermanfaat untuk kepentingan maasyarakat.

Pasaliz
Bidang kerja TSP dalam Olabraga dan Sem dapat berbentuk
bantuan pelayanan dan/atan Easilitas, yang dapat dibcnkan
dajam bentuk dana, barang atau fasilitae kepada
masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni
dan olah raga masyarakat,

Pasal 13

Bidang kerja TSP dalam Sosial dam Keagamaan dapat
berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat
diberian dalam bentuk dana, barang atey fasilitas kepada
masyarakat untuk menunjane peningkatan ketentraman dan
kKesejahteraan sosial dan kuelitas keagamaan masyarakat.

Pasal I4

Bidang kerja TSP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat
berbentuk wpeya menjeea lingkungan dan melestarikan
lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya
Kerusekan maupun uniuk oendukung kelestanan sumber
dayva alam.
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Pasal15

Bidang kerja TSF dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat
berbentuk hantuan dana dan/atau barang guna
menberdayakan dan membina masyarakat wuntuk

mengembangken usaha ekonomi Kerakyatan sesuai dengan
katakteristik dan potensi masyarakat sctempat,

Pasal 16

Bidang kerja TSP delam pembetdeyaan masyarskat adat
dapat berbentuk bantuan dan/stau barang dan/atau jase
guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan
ckonong dan sosial masyarakat adat.

Pasal iv

Bidang kerja iaiinya merupakan bentuk Lidang kerja yang
dientukan kemudian sesuai dengan dinamikea dan
potkcmBbangan perusahaan dan masyarakat,

BAB VT
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM

TSP
Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Program TSP

Pasal 18

{1} Penyelenggaraan Program TSP dilakukan sesuai
mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh
Pemeriniah Deerah melalui Forum TSP Kabupaten
Kamper.

(2) Mekanisme dan prosedur sebegaimans dimaksud pada
ayat (1) meliput -

a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksane TSP;
b, penyUslinan rencana dan menentitkan program TSP;

penandatanganan naskah berita arara TSP
apalilamchbatkan pibak Ketiga ;

d, pelaksanaan program TSP:
¢. monitoring dan evaluasi program TSP, dan
f. pelaporan hasil pelaksanaan program TSP.

[a] Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur
sebagaimnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
koordinauf antara perusaheasn dengan Pemerintah
Darrah melakui Forum TSP,

gy
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Bagian Ketue
Cara Penerapan TSP

Pagal 19

Penyelenggaraan program TSP dapat dilakukan oleh
porusshaago dengan cara langsuna dan tidak langsung
dengan tetap berkerdinasi dengan pemerintah dacrah
meélaliti Foun TSF.

BAB VI
RELEMBAGAAN TSP

Pasal 20

Untuk melaksarnakan tugas Tanggung Jawah Sosial dan
Lingkungan perusshaan dibentuk kelembagaan Forum
Pelakaana Tanggungiawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan (Forum TSF};

Pasal 2!

(1} Forum TSP dibentuk dan di tetapkan oleh Bupati dengan
atruktur dan kKeangpotaan terdin dari:
&. unsur sekretariat daerah.
bounsur perangkal daemh yang membidangi

perencanaan;
c. unsur perangkat daerah yang membidansi kewangan;
~UNnST perangkat dacerah yeng membidangi
pengewasan;
unsur Perangkat Daerah terkait
UnsuT perusahaan

. unser akademisi; dan
. UnSir Lembaga Kemasyarakatat,

k

(2) Struktur dan keanggotaan Fonum TSP scbagaimana Ayat
(1) tercli dari :

- ketua;
. walal Kena |

wakil Ketua UL

. sekretaris:
. wakil Sekretaria: dan
anggotam

oa

(3) Untuk membantu pelaksanaen tugas Forum TSP di

d

eB

f.

a.

a



bentuk Sekretariat pada Gagian Kernssama Sekretariac
Dacrah Kabupaten Kampar.

Pasal 23

Hubungan Kerja antara Forum TSP dengan dengan
Perusahaan bersilat koordinasi dan fasilitasi yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan dan ¢valuasi prlaksanaan
TSP Kabupaten Keumpar.

BAB VIII
PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Pererceneadat

Pasal 23

(1l}Rencana program kegiatan TSP yang dibuat oleh
perusahasan dismergikan dengan program priorites
pembangunan Pemerintah Daerah.

(4) Rencana program kematan TSP yang dimaksud ayat [1)
difakukan melaiuj mekaniame:
a. sitkronigaesi Prioritas Program Kepiatan Pemerititah

Daerah
bh. tencana Keoa Program Kegiatan TSP Perusahaan
c. Wéellan masyarakat yang berada pada lingkup wilayah

aperesional Perusahaan
{3} Sinkronigasi Priorites Program Eegiatan Pcmerintah

Dactrah scbagaimana dimakeud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan dengan tahbapan scbhacai benkut:
a. forum TSP meneikuti proses Musyawarah Perencanaan

Pembangpunan Daerah (Musrenbang)
mendapatkan rancangan program kegiatan priitas
Pemibanpunan dacrah.

b. forum TSP menetapkan Program Kegiatan Prioritas
yang bebo tertampung pendanaannya dalam
APBD/APBN/Pendangan lainnya untuk Kemiundian
ditawarkan kepada Forum TSP melalui Rapat Forwn
TSP

c. forum TSP menjyusun seria menyepakali program dan
kepiatan TSP Bacrah pada tahun begalan melahui
rapat forum TSP dan dituangkan dalam Benita Acara

{4} Rencana Kerja Program TSP Perusahaan s¢bagsimana
ayat (2) buruf b dilaksanakan sesuei shuren yang beriaku
pada masing-masing perisahaan dan berkoordinasi
dengan Forum TSF,

(S) Vsuian Masyarakat sebagaimnana dimaksud pada ayat (2)

it



huruf ¢ dapat diaksanakan secara langsung cieh
perusahaan setelah mendapatkan rekomendasi dari
Camet, thusus antuk weulan yang beraifat teknis sctelah
mendapatian tekomendasi dari Perangkat Daerah terkait
dan ditaporkan kepada Forum TSP.

Bagian kedua
Penpgawasan

Pasal 24

Pengawasan dilakasanakan sebagai berilott -

a mMelakukan monitoring den evaluasi pelaksanaan Program
TSP;

Bb. menvampakan Serta menghoordinasikan hasil
polaksanaan penpawasan kepada Perusahaan dan
peraiighat dacrah terkart;
mémitrken peniaian dan pom pekeraan yang telah
dilaksanckan Perusahaan untuk dalam pembecrian
Penghargaan, dan

d. memberikan saran pertimbangan dan rekgmendasi
kepada Pemerintah Daerah dan Pervsahaan.

Bagian ketiga
Pelaporan

Pasal 25

(1jSetap perusahaan haryus memberikan laporan
pelaksanaan TSP sekurang-kurangnya s¢kaH cdealam
setahun kepada Pemeriniah Dacrah melalui Forum TSP.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

g. reglisasi pelaksanaan tangeuog jawab sosial
Perusahaan :

6. realigas: penggunean biaya tangzung jawab sowie!
Perusahaan:
capaian kiderja pelakeangean tanpeung jawabd sosial
perusahaai:

d. permasaishan Yang dihadapi dan para
fpemecshannya; dan

¢. mnoana tndak lanjut .

(3) Pelaporan petlaksanaen TSP sebagaimana dimaksud pada
avat kl) disampaikan dalam Format tercantim dalam
lampiran yang menipakan bagian yang tidak terpisahkean
dari Peraturan Bupalti ini.

ll



B48
PENGHARGAAN

Kx

Pasal26

(l) Pemermtah CDeersh memiberi penghargaan kepada
perusahaan yang telah =hersungguh sungguh
intlakeanalken program TSP,

f2) Untuk membenkan penghargsan sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebith dahulu dilakukan kriteria penilaian
dan bobet serta skoring yang tetapkean dari program TSP,

(3) Pedoman krteria peniaian dan bebot serta skoring dari
program TSP pada avat (2) acbaga table berikut :

(4) Untuk memberikan penilaian sebagsimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan Oleh Forum TSP.

Indikater | Bobot Kriteria Skoring Nilai

Urgens] of
| 308) | Individu I Skoring x

martfaat Keluarga a Bobot
Dresa a
Kabupaten +

Nominal 46% | =< 1OOit l Skonngx
Ang garam 100jt - 150jk 2 Bobot

151 jt - 200 jt 3
201 jk - 250 jt
> 250 jk 5

Hasil kerja 2435 | Kurang I akong x
Baik (stsui speck) a Babot
Sangal Beuk a

az

cs

\z



BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal27
Perafuran Bulpati ini mulai berlaky pada tangzal
diundanpkan,
Agar setiap orang Mengetahuinya memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupat) ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Diundangkan di Bangkinang
peda tanggal, & dain acy
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KAGUPATEN
TAHUN 2019 NOMOR 29 .

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tarigeal, & Tebuar

PAT] KAMP

A \éarur SUGENG SU@ANTOVe

KAMPAR
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